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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu
bangsa. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan
kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor
pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan
tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang
mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu
melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien.

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan
penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan
tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI memliki tugas pokok memberikan dukungan
keahlian pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu
pengetahuan.

Dalam rangka mewujudkan Misi Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI, khususnya dalam meningkatkan tata kelola
adminstrasi dalam mendukung fungsi DPR, maka dalam hal ini
pengelolaan arsip atau dokumen terkhusus di Pusat Penelitian harus
mendapatkan penanganan yang lebih. ’

Arsip — arsip aktif yang ada di pusat penelitian perlu dikelola dan
disimpan dengan sebaik mungkin karena arsip - arsip tersebut
merupakan bukti dan pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan
yang ada di Pusat Penelitian. Pada saat arsip itu disimpan di lemari
penyimpanan perlu diklasfikasikan dan diberikan kode sesuai dengan
masalahnya agar penemuan kembali arsip yang dibutuhkan dapat
mudah dicari dan tidak ada arsip yang tersimpan di tempat yang tidak
seharusnya. Kebanyakan arsip yang ada di Pusat Penelitian itu
merupakan arsip Perjalanan Dinas dan Rapat / FGD (Focus Group
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Discussion). Jika arsip tersebut tidak diklasifikasikan dan diberi kode

dengan benar, maka dalam penemuan kembalinya sulit terlebih jika

arsip tersebut ada yang tidak ditemukan.

. Dasar Hukum
1L

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

3. Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman

Pemeliharaan Arsip Dinamis.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia;

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Kepala Negara Nomor 22 tahun 2016 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Golongan Il

Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018



BAB Il

PROFIL ORGANISASI

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR,
yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang Setjen
dan BK DPR RI) dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian DPR
Rl adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan
fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan
DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian
dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.

Badan Keahlian merupakan sistem pendukung (supporting
system) dalam kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR di
bidang keahlian. Pembentukan Badan Keahlian merupakan amanat
dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia. Badan Keahlian bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR
dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.

Badan Keahlian mempunyai tugas mendukung kelancaran
pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia di bidang keahlian. Dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI dibentuk pusat-pusat, yaitu:
1) Pusat Perancangan Undang-Undang; 2) Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang -Undang; 3) Pusat Kajian Anggaran; 4) Pusat
Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara; 5) Pusat Penelitian; 6) Bagian
Tata Usaha Badan Keahlian; dan 7) Kelompok Jabatan Fungsional



A. Visi dan Misi
Visi Misi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR

Tahun 2016-2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris

Jenderal Nomor: 539/SEKJEN/2016 tentang Perubahan atas

Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Nomor 1266/SEKJEN/2014

Tentang Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR

Tahun 2015-2019, visi Setjen dan Badan Keahlian DPR adalah:

“Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian DPR RI
yang professional,andal,transparan, dan akuntabel dalam
melakukan fungsi DPR RI”

Adapun pengertian dari nilai-nilai yang terkandung dalam visi tersebut

adalah:

1. Profesional :Mempunyai kompetensi untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR secara baik
dan benar, serta berkomitmen untuk terus
meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM;

2. Andal :Mampu melakukan koordinasi, integrase, dan
sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai
dengantujuan yang kan dicapai serta
diimplementasikan;

3. Transparan :Kesediaan untuk senantiasa memberikan
informasi factual mengenai berbagai hal yang
berkenaan dengan proses penyelenggaraan
organisasi, serta tugas dan fungsi DPR;

4. Akuntabel : Mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan,
keputusan, dan kebijakan dalam mendukung
pelaksanaan fungsi DPR.



Selanjutnya misi dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
adalah:
1. Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang
professional,andal,tranparan,dan akuntabel
2. Memperkuat peran keahlian yang
professional,andal,tranparan,dan akuntabel

Visi Misi Pusat Penelitian
Visi Pusat Penelitian adalah sebagai berikut
“Pusat Penelitian yang professional,netral,andal dan akuntabel dalam
mendukung terwujudnya parlemen modern”
Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Penelitian akan
mewujudkannya dengan misi sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian
yang professional,netral dan akuntabel:
2. Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang
professional dan akuntabel: dan

3. Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi SDM yang
andal

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl No.6
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal No. 2
Tahun 2016, Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan
pengkajian dan penelitan untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR Rl memiliki tugas

pokok memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan fungsi



legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui penelitian, pengkajian,
dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun dalam
melaksanakan tugasnya, Pusat Penelitian menyelenggarakan
fungsi sebagai: 1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat
Penelitian; 2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat
Penelitian; 3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan
anggaran Pusat Penelitian; 4) Koordinasi dan pembinaan terhadap
pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian; 5)
Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanan
pengkajian dan penelitian; 6) Pelaksanaan kebijakan di bidang
dukungan penelitian; 7) Pelaksanaan dukungan ecaluasi penelitian;
8) Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian; 9) Pelaksanaan
tata usaha Pusat Penelitian; 10) Penyusunan laporan kerja Pusat
Penelitian; dan 11) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada
Kepala Badan Keahlian.
Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi peserta sebagai Pengelola Data Pusat
Penelitian dan Badan Keahlian DPR Rl sesuai dengan Sasaran Kinerja
Pegawai adalah:
1. Mengumpulkan bahan data dan informasi
2. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan kinerja
3. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan

setiap waktu diperlukan
4. Menyusun konsep surat
5. Menyusun laporan realisasi anggaran
6. Menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran



Adapun Struktur Organisasi Sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Penelitian

v Kepala Pusat Penelitian

v Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Koordinator Bidang Politik Dalam Negeri
Koordinator Bidang Hukum

Koordinator Hubungan Internasional
Koordinator Ekonomi Kebijakan Publik

Koordinator Kesejahteraan Sosial



BAB Il
PENDAHULUAN

A. ldentifikasi Isu
Berdasarkan kondisi terkini dan kondisi yang diharapkan, maka
dipilihlah tiga isu yang akan di analisis dengan menggunakan metode

USG (Urgency, Seriousness, Growth)

1. Belum Adanya Klasifikasi Arsip Aktif Pusat Penelitian

Masalah

Tata Usaha Pusat Penelitan memiliki tugas untuk
mengarsipkan seluruh dokumen kegiatan Perjalanan Dinas, Rapat
Internal, Focus Group Discussion, laporan kegiatan, surat
keputusan Tim, dan lain-lain. Dalam pengarsipan dokumen-
dokumen tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Akan tetapi
belum adanya klasifikasi arsip aktif Pusat Penelitian menjadi masalah
yang serius saat ini karena penemuan kembali arsip yang masih
digunakan tidak efisien dan efektif sehingga memperlama proses
penemuan kembali arsip tersebut.
Penyebab

Penataan Arsip Aktif yang belum baik menyebabkan sulitnya
pencarian arsip aktif surat-surat, laporan kegiatan, dan semua
dokumen Pusat Penelitian yang masih aktif, dimana dokumen
tersebut dibutuhkan sebagai bahan pertanggungjawaban seluruh
kegiatan yang ada di Pusat Penelitian dimulai dari rapat internal,
perjalanan dinas, Focus Group Discussion, dan lain-lain.
Kondisi Saat Ini

Dalam penemuan kembali arsip-arsip tersebut seringkali terjadi
kesulitan jika ada arsip yang terselip dan tidak disimpan sesuai dengan
permasalahannya.
Kondisi yang diharapkan

Diperlukan penataan arsip yang berupa pengklasifikasian arsip
berdasarkan masalah yang ada dan diberikan kode klasifikasi pada
setiap masalah agar nantinya saat penyimpanan arsip-arsip Pusat
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Penelitian lebih mudah ditata dan dapat ditemukan secara mudah
dan cepat sehingga penyampaian pertanggungjawaban seluruh
kegiatan yang ada di Pusat Penelitian dapat berjalan dengan teratur
dan lancar.
Dampak

Dampak dari masalah tersebut yakni penemuan kembali arsip
yang memakan waktu banyak terlebih jika arsip itu perlu ditemukan
secara cepat karena urgensi dari dokumen tersebut, sehingga
penyampaian  pertanggungjawaban tersendat dan tidak
terselesaikan dengan cepat.
Keterkaitan Isu dengan Mata Pelatihan

Hasil dari kegiatan pengelolaan arsip, berupa

pengklasifikasian dan pemberian kode pada arsip aktif Pusat
Penelitian berdasarkan masalahnya merupakan bentuk penerapan
dari nilai akuntabilitas. Sistem pengarsipan yang teratur merupakan
upaya untuk menerapkan sistem pelayanan publik. Perbaikan
kinerja dalam pengarsipan dokumen yang masih aktif di Pusat
Penelitian akan meningkatkan mutu dari unit kerja. Peningkatan
mutu dalam hal pengarsipan dokumen-dokumen secara konsisten
akan mengakibatkan kinerja Pusat Penelitian menjadi lebih optimal.

. Belum Terlaksananya Invetaris Barang Milik Negara.
Masalah

Tata Usaha Pusat Penelitian memiliki tugas untuk menyediakan
Barang Milik Negara yang dibutuhkan untuk para Peneliti berupa
alat tulis kantor, komputer, dan lain-lain yang berkaitan dengan
Barang Milik Negara. Saat ini persediaan Barang Milik Negara yang
ada di Pusat Penelitian belum dilakukan inventaris dan barang itu
didapat dan terpakai dengan begitu saja.

Penyebab

Belum adanya kegiatan inventaris Barang Milik Negara yang
ada di Pusat Penelitian menjadi pemicu timbulnya masalah dalam
mengetahui ketersediaan barang tersebut.



Kondisi Saat Ini

Barang Milik Negara yang ada di Pusat Penelitian sangat
banyak jumlahnya karena hampir dipastikan setiap hari para Peneliti
membutuhkan Barang Milik Negara tersebut khusunya Alat Tulis
Kantor dan permintaan yang terus menerus terkait barang tersebut.
Kondisi yang Diharapkan

Maka dari itu Inventaris Barang Milik Negara yang ada di
Pusat Penelitian perlu dilakukan agar ketersediaan barang tersebut
bisa dikontrol oleh seluruh pegawai yang ada di Tata Usaha Pusat
Penelitian.
Dampak

Jika barang tersebut tidak diinventaris maka akibatnya para
pegawai yang ada di Tata Usaha Pusat Penelitian tidak dapat
mengetahui berapa banyak ketersediaan barang tersebut. Hal itu
dapat mempengaruhi kinerja Tata Usaha Pusat Penelitian
khusunya pelayanan kepada Peneliti terhadap kecepatan dalam
menyediakan Barang Milik Negara.
Keterkaitan Isu dengan Mata Pelatihan

Inventarisasi Barang Milik Negara di Pusat Penelitian akan

dapat meningkatkan kinerja Tata Usaha Pusat Penelitian khususnya
pada pelayanan kepada Peneliti dan merupakan bentuk dari
penerapan nilai akuntabilitas dan etika publik. Inventaris Barang Milik
Negara secara teratur baik mencerminkan penerapan sistem
pelayanan publik

. Belum adanya Dokumen Checklist Kegiatan Penelitian
sebagai Persiapan Administrasi Pencairan Anggaran
Masalah

Checklist merupakan list-list yang digunakan untuk mengetahui
kelengkapan dokumen penelitian yang digunakan sebagai bahan
persiapan administrasi untuk pencairan anggaran dan dapat
diketahui dari checklist tersebut dokumen apa saja yang kurang.
Karena dari itu terkadang ada yang terlewat, dokumen yang akan

dijadikan bahan pertanggungjawaban untuk pencairan anggaran.
10



Penyebab

Tidak adanya checklist dan juga Para ASN yang ada di Pusat
Penelitian belum memerhatikan pentingnya membuat checklist

sebelum dokumen itu dikirim ke bagian keuangan.
Kondisi Saat Ini

Kegiatan Penelitian yang banyak menghasilkan dokumen
yang banyak pula. Jadi banyak kegiatan yang harus
dipertanggungjawabkan dan dicairkan dananya dengan cepat.

Kondisi yang Diharapkan

Dalam mengoptimalkan pembuatan checklist untuk
dokumen penelitian sebagai Persiapan Administrasi Pencairan
Anggaran, dibutuhkan koordinasi antar pegawai yang ada di Pusat
Penelitian termasuk peneliti itu sendiri. Jika pembuatan checklist
sudah dilaksanakan, maka tidak ada lagi dokumen yang terlewat

Dampak

Pembuatan checklist dokumen penelitian perlu dilakukan
karena jika hal itu diabaikan akan berdampak negatif yaitu
kelancaran proses pencairan anggara kegiatan Penelitian akan
tersendat. Pertanggungjawaban yang lengkap juga akan
memudahkan bagian keuangan untuk memverifikasinya. Jika
verifikasi lancar, anggaran cepat cair dan siap untuk diberikan ke
Peneliti
Keterkaitan Isu dengan Mata Pelatihan

Pembuatan Checklist Dokumen Perjalanan Dinas sebagai
Persiapan Administrasi Pencairan Anggaran dapat meningkatkan
kinerja Tata Usaha Pusat Penelitian khususnya pada pelayanan
kepada Peneliti dan merupakan bentuk dari penerapan nilai
akuntabilitas dan mencerminkan upaya dalam penerapan whole of
government dan pelayanan publik.
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B. Pemilihan Isu Prioritas

Ketiga isu yang telah diidentifikasi akan dianalisa kembali
menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Untuk lebih
jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Matrik Pemilihan Isu Prioritas

"1 Belum Adanya Klasifikasi | | _
Arsip Aktif Pusat Penelitian
2 [Belum Terlaksananya

Invetaris Barang Milik Negara

3 |Belum adanya Dokumen
Checklist Kegiatan 3 3 2 8 3
Penelitian sebagai

Persiapan Administrasi

Pencairan Anggaran

Keterangan :

Penghitungan atau analisis menggunakan skala Likert (skor 1-5):

1 : Sangat kecil / sangat rendah pengaruhnya

5 : Sangat besar / sangat besar pengaruhnya

U : Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindaklanjuti

S : Seberapa serius isu harus dibahas, dikaitkan dengan dampaknya

G : Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu bila tidak ditangani

Berdasarkan metode USG, terlihat bahwa Belum Adanya Klasifikasi
Arsip Pusat Penelitian merupakan isu prioritas. Isu kedua yakni belum
Terlaksananya Inventaris Barang Milik Negara, dikarenakan kegiatan
pengadaan Barang Milk Negara yang ada di Pusat Peneliian masih bisa berjalan
walaupun fidak ada penginventarisan. Inventaris hanya mempermudah dalam
mengetahui apa saja barang yang tersedia dan barang yang tidak tersredia sehingga
hal tersebut belum terlalu serius. Isu yang ketiga yakni belum adanya Dokumen
checklist Kegiatan Penelitian sebagai Persiapan Administrasi Pencairan
Anggaran, dikarenakan isu ini hanya berisi list kelengkapan bahan

pertanggungjawaban untuk pencairan anggaran Kegiatan Penelitian maka
12



dampaknya tidak begitu signifikan, tidak memerlukan keahlian khusus
dalam menangani hal ini.

Isu prioritas berdasarkan metode analisis USG adalah Belum adanya
Klasifikasi Arsip Aktif Pusat Penelitian. Isu tersebut sangat mendesak
dikarenakan berhubungan dengan penataan arsip yang masih kurang baik
dan dapat menyulitkan dalam penemuan kembalinya, seharusnya perlu
dilakukan klasifikasi dan pemberian kode serta labelnya. Penataan Arsip
Aktif Pusat Penelitian memiliki dampak positif terhadap penemuan kembali
arsip.

C. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan isu prioritas yang dipilih yakni Belum Adanya Klasifikasi
Arsip Aktif Pusat Penelitian yang diusulkan, diperlukan penanganan yaitu
penataan arsip dengan pengklasifikasian berdasarkan masalahya dan
pemberian kode serta labelnya pada arsip tersebut. Penataan Arsip
tersebut diharapkan dapat membantu dalam penemuan kembali arsip agar
Arsip yang masih aktif dapat cepat dicari yang biasanya digunakan untuk
bahan pertanggungjawaban seuuruh kegiatan yang ada di Pusat Penelitian.
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
D. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Tata Usaha Pusat Penelitian
Identifikasi Isu : 1. Belum Adanya Klasifikasi Arsip Aktif Pusat
Penelitian

2. Belum terlaksananya Inventaris
Barang Milik Negara
3. Belum adanya Pembuatan Checklist
Dokumen Perjalanan Dinas sebagai
Pertanggungjawaban Pencairan Dana
4. Isu yang Diangkat : Belum Adanya Klasifikasi Arsip Aktif Pusat
Penelitian

Gagasan Pemecahan Isu: Penataan Arsip Aktif Pusat Penelitian

13



Tabel 3. Matrik Rancangan Aktualisasi

: : ; Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Visi
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil : o St Penguatan Nilai Organisasi
Mata Pelatihan Misi Organisasi
1 2 & 4 5] 6 7
1 | Perencanaan 1) Menyerahkan dan a.Persetujuan e Rapat diadakan untuk Koordinasi dengan atasan Koordinasi dengan atasan
Kegiatan memberikan Mentor berkoordinasi dengan dan rekan kerja dapat dan rekan kerja dapat

gagasan isu yang b.Laporan singkat Kasubbag TU Pusat mewujudkan lingkungan mewujudkan lingkungan
akan diangkat. dari rapat Penelitian dan rekan kerja yang profesional dan | kerja yang profesional dan

2)Konsultasi mengenai
rancangan
aktualisasi.

3)Pembuatan laporan
singkat rapat.

c. Dokumentasi

kerja (Whole of
Government).
e Hasil dari rapat
dituangkan ke dalam
laporan singkat rapat
sebagai penerapan nilai
akuntabilitas.
Koordinasi dengan
Kasubbag dan rekan
kerja pada subbagian
TU Pusat Penelitian
bentuk kerjasama
dengan tujuan
kepentingan Bersama
(Nasionalisme).
s Dalam kegiatan rapat
terdapat musyawarah
dan mufakat dalam

pengambilan keputusan.

Nilai etika publik
diterapkan dalam

meningkatkan integritas
organisasi yang
merupakan visi Pusat
Penelitian

meningkatkan integritas.
Koordinasi juga
mencerminkan
transparansi dalam bekerja
yang merupakan nilai
akuntabilitas
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No

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Qutput/Hasil

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap Visi
Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

penyampaian saran dan
pendapat dengan sopan,
dan juga menghormati
pendapat orang lain.
Dengan adanya rapat
koordinasi menentukan
permasalahan yang ada
yang didapatkan yaitu
pengklasifiaksian arsip
menjadi lebh efektif dan
efisien (komitmen
mutu).

Transparansi dalam
bekerja tercermin dalam
koordinasi dengan rekan
kerja (anti korupsi).

Melakukan Rapat
Koordinasi /
Konsultasi dengan
Bidang Arsip dan
Museum terkait
penataan arsip aktif
pusat penelitian

1)Membuat undangan
rapat dan daftar
hadir.

2)Menemui pihak
armus untu
Konsultasi
mengenai
rancangan penataan
arsip arsip aktif.

3) Pembuatan laporan

singkat rapat.

a.Undangan rapat
dan daftar
hadir

b.Laporan singkat
rapat

¢. Dokumentasi

Rapat diadakan untuk
berkoordinasi dengan
Bidang Arsip dan
Mueseum (Whole of
Government).

Hasil dari rapat
dituangkan ke dalam
laporan singkat rapat
sebagai penerapan nilai
akuntabilitas.
Koordinasi dengan
Bidang Arsip dan
Museum merupakan
bentuk kerjasama
dengan tujuan

Koordinasi dengan
bidang lain mewujudkan
lingkungan kerja yang
profesional dan
meningkatkan integritas
organisasi yang
merupakan visi Pusat
Penelitian

Koordinasi dengan atasan
dan rekan kerja dapat
mewujudkan lingkungan
kerja yang profesional dan
meningkatkan integritas.
Koordinasi juga
mencerminkan transparansi
dalam bekerja yang
merupakan nilai
akuntabilitas
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kepentingan Bersama
(Nasionalisme).

Dalam kegiatan rapat
terdapat musyawarah
dan mufakat dalam
pengambilan keputusan.
Nilai etika publik
diterapkan dalam
penyampaian saran dan
pendapat dengan sopan,
dan juga menghormati
pendapat orang lain.
Dengan adanya rapat
koordinasi menentukan
permasalahan yang ada
yang didapatkan yaitu
pengklasifiaksian arsip
menjadi lebh efektif dan
efisien (komitmen
mutu).

Transparansi dalam
bekerja tercermin dalam
koordinasi dengan rekan
kerja (anti korupsi).

Pengumpulan arsip
aktif Pusat
Penelitian yang siap
untuk
diklasifikasikan

1) Mengumpulkan
arsip aktif yang
ada di Pusat
Penelitian.

2) Berkonsultasi
dengan
Kasubbag TU
Pusat Penelitian
dalam

a. Arsip-arsip
yang ada di
Pusat
Penelitian yang
siap untuk
diklasifikasikan

b. Arsip tertata
lebih rapih

¢. Dokumentasi

Pengumpulan arsip
didapat dari bantuan
rekan kerja yang ada di
TU Pusat Penelitian
(whole of government)
Dalam pengumpulan
arsip aktif Pusat
Penelitian perlu dicari
selengkapan mungkin

Pengumpulan arsip
berguna untuk
mewujudkan unit kerja
yang akuntabel dan
berintegritas dalam rangka
mendukung peningkatan
Kinerja Sekretariat
Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI dimana

pengumpulan agar hasil dari hal tersebut merupakan
arsip pengklasifikasian Visi Pusat Penelitian
3) Menyusun arsip dipertanggungjawabkan
sementara (akuntabilitas)
tersebut agar
tetap teratur.

Pengumpulan arsip untuk
diklasifikasikan bertujuan
pengklasifikasian arsip
tersebut sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan
dapat
dipertanggungjawabkan
untuk menciptakan unit
kerja yang akuntabel dan
berintegritas
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No

Kegiatan

Tahapan Kegiatan

Output/Hasil

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap Visi
Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

e Arsip diklasifikasikan

untuk
pertanggungjawaban
kerja yang adil dan tidak
diskriminatif
(nasionalisme).

Pada tahap
pengumpulan arsip
aktif, saya akan
berkonsultasi dengan
Kasubag TU Pusat
Penelitisn dan meminta
masukan terkait
pencarian arsip (etika
publik).

Pengumpulan arsip-
arsip aktif secara
lengkap dapat
meningkat kinerja TU
Pusat Penelitian
(komitmen mutu).
Pengumpulan arsip-arsip
mencerminkan nilai jujur
dan tanggung jawab
(anti korupsi)
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: : Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Visi
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil : Tt N Penguatan Nilai Organisasi
Mata Pelatihan Misi Organisasi
4 | Pengumpulan 1) Mengumpulkan a. Peraturan « Bahan referensi yang Pengumpulan bahan Pengumpulan bahan
seluruh bahan PerSekjen DPR Sekjen dikumpulkan berasal referensi terkait referensi terkait
referensi yang yang berisi tentang dari berbagai sumber pengklasifikasian arsip pengklasifikasian arsip
digunakan untuk pengkodean Kode (whole of government) | bertujuan untuk bertujuan agar alur kerja
penataan arsip klasifikasi arsip . Klasifikasi Dalam mewujudkan unit kerja tersebut sesuai dengan
2)Mencari bahan b. Pehaman pengklasifikasian arsip yang akuntabel dan peraturan yang berlaku dan
referensi lain selain tentang aktif Pusat Penelitian berintegritas dalam rangka | dapat
dari PerSekjen Pengklasif dibutuhkan referensi mendukung peningkatan dipertanggungjawabkan
iaksian agar hasilnya sesuai Kinerja Sekretariat untuk menciptakan unit
arsip dan dan dapat Jenderal dan Badan kerja yang akuntabel dan
pemberian dipertanggungjawabka Keahlian DPR RI dimana berintegritas.
kodenya n (akuntabilitas) hal tersebut merupakan

¢. Dokumentasi

e Pada tahap

pengumpulan referensi,
saya meminta masukan
kepada mentor dan
rekan kerja terkait
penggunaan referensi
yang relevan dan
berkualitas (etika
publik).

e Peraturan-peraturan

dan referensi yang
mendasari penyusunan
pengklasifikasian arsip
aktif Pusat Penelitian
menentukan kualitas
dari kinerja TU Pusat
Penelitian (komitmen
mutu).

e Pengklasifikasian arsip

aktif berdasarkan
referensi yang valid
mencerminkan nilai jujur
dan tanggung jawab
(anti korupsi)

visi Pusat Penelitian
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! : Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Visi R
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Penguatan Nilai Organisasi
Mata Pelatihan Misi Organisasi
5 | Penataan Arsip Aktif | 1)Memulai untuk . Arsip-arsip a.Di dalam pengklasifikan Penataan berupa Arsip aktif perlu
Pusat Penelitian mengklasifikasi arsip- dibedakan arsip aktif terdapat cara | pengklasifikasian arsip diklasifikasian agar
arsip Pusat berdasarkan berkoordinasi dengan aktif bertujuan untuk penemuan kembali arsip
Penelitian masalahnya mentor, rekan kerja, dan | mewujudkan mudah yang dapat
2)Berkoordinasi . Koordinasi Bidang Arsip dan penyelenggaraan sistem mempertanggungjawabkan
dengan mentor, yang Museum (whole of administrasi intern agar arsip-arsip dengan baik
rekan kerja serta berkelanjutan government) menciptakan Pusat (akuntabel), serta pegawai
Bidang Arsip dan dengan b.Arsip aktif di Pusat Penelitian pada unit kerja TU Pusat
Museum secara Bidang Arsip Penelitian diklasifikasi professional,netral,andal Penelitian dapat bekerja
berkelanjutan dan Museum agar penemuan dan akuntabel dalam secara profesional.
3)Penyimpanan untuk kembali arsip tersebut mendukung terwujudnya
kembali arsip-arsip pengontrolan dapat parlemen modern , sesuai
yang telah dalam dipertanggungjawabkan | dengan visi dan misi
diklasifikasi. penataan dengan baik organisasi.
berupa (akuntabilitas)
pengklasifikasi c.Penataan Arsip aktif
an arsip dapat membuat temu
. Arsip kembali arsip lebih
tersimpan efektif dan efisien
dengan baik (komitmen mutu)
dan teratur d.Pengklasifikasian arsip

d. Dokumentasi

aktif dilakukan agar
proses temu kembali
arsip dapat sesuai
dengan norma dan
peraturan yang berlaku
di lingkungan kerja
(etika publik)

e. Pengklasifikasian arsip
aktif dapat
memudahkan
pencarian dokumen
sehingga dokumen
tersebut sebagai
bahan
pertanggungjawaban
(anti korupsi)

19



i Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Visi s :
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil : ! e Penguatan Nilai Organisasi
Mata Pelatihan Misi Organisasi

6 | Finalisasi Kegiatan 1) Memberikan label a. Adanya Label a.Dalam kegiatan Penyimpanan dan Penyimpanan dan
yang bertuliskan kode klasifikasi sosialisasi harus pemberian label bertujuan | pemberian label yang baik,
kode klasifikasi pada arsip yang dilakukan sesuai dengan | untuk memberikan mudah, dan sesuai aturan
arsip pada map dan tersimpan standar yang ada (etika kesadaran akan dapat menciptakan
boks b. Rekan kerja publik) pentingnya arsip dan lingkungan kerja yang

2) Melakukan memiliki b.Kegiatan tersebut akan pengendalian internal akuntabel, profesional dan

pengecekan ulang pemahaman meningkatkan integritas, | demi menciptakan Pusat berintegritas.

agar penataan yang
telah dilakukan tidak
ada yang salah
3)Sosialisasi dengan
mentor/kasubbag
serta rekan kerja
terkait hasil
pelaksanaan
aktualisasi

penataan yang
berupa
pengklasifikasia
n arsip

c. Dokumentasi

dan kualitas kerja pada
pengklasifikasian arsip
aktif Pusat Penelitian
(akuntabilitas dan
komitmen mutu)

c. Pemeberian label
membantu
memudahkan
penemuan kembali
arsip yang digunakan
untuk kepentingan
Bersama dan kemajuan
organisasi
(nasionalisme)

d. Penataan dalam bentuk
Pengklasifikasian arsip
aktif dapat
memudahkan
pencarian dokumen
sehingga dokumen
tersebut sebagai bahan
pertanggungjawaban
(anti korupsi)

Penelitian
professional,netral,andal
dan akuntabel dalam
mendukung terwujudnya
parlemen modern , sesuai
dengan visi dan misi
organisasi.
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BAB IV

CAPAIAN AKTUALISASI

Kegiatan pelaksanaan aktualisasi ini berlangsung selama kurang lebih 30

hari kerja sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan 8 November

2019. Kegiatan pelaksanaan aktualisasi ini terdiri dari 6 kegiatan, masing-

masing kegiatan terdapat beberapa tahapan kegiatan dalam mendukung

pelaksanaan kegiatan tersebut. Berikut tabel capaian kegiatan pelaksanaan

aktualisasi “Penataan Arsip Aktif Pusat Penelitian”:

. ¢ Waktu .

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Pelaksaias Bukti Fisik
Memberikan Lampiran 1
gagasan isu yang 1. Form persetujuan

1 Perencanaan akan diangkat mentor

Kegiatan Berkonsultasi dengan 2. Laporan singkat
mentor terkait rencana konsultasi
aktualisasi 3. Dokumentasi
Pembuatan
Laporan Singkat
Membuat Undangan 39 ?eé);tegggfr Lampiran 2
Koordinasi dan daftar 2019 1. Screenshot
hadir komunikasi
Konsultasi Mengenai dengan BDTI
Penataan Arsip Aktif 2. Dokumentasi
dengan Bidang Arsip 3. Undangan

Koordinasi dengan | dan Museum 4. Daftar hadir rapat

2 Bidang Arsip dan Membuat Laporan 5. Laporgn s_ingkat

Misscun Singkat hasil koordinasi
koordinasi dengan
Bidang Arsip dan
Museum
Mengumpulkan Arsip
Aktif yang ada di
Pusat Penelitian

: 36_18 e Arsip yang telah di
3 Pengumpulan Berkonsultasi dengan Kumpulkan

arsip aktif Pusat mentor/Kasubbag TU 2. Arsip tertata
Penelitian yang dalam pengumpulan sementara
siap Arsip : 3. Dokumentasi
diklasifikasikan Menyusun arsip

sementara agar

tetap teratur

21



Mengumpulkan . Lampiran 4
, | Pengumpulan ge;;turan yangadadi | g _ 40 Oktober| 1. Foto kegiatan
Seluruh Bahan 2019 2. Bahan
Referensi untuk : . referensi
; Mencari referensi
penataan arsip lain
Memulai dengan Lampiran 5
5 mengklasifikasi 1. Foto kegiatan
arsip aktif Pusat 2. Penataan arsip
Penelitian - yang teratur
Penataan arsip aktif "
Pusat Penelitian Berkoordinasi secara Oktober 2019
berkelanjutan dengan
mentor dan Armus
Menyimpan kembali
arsip yang telah
diklasifikasi
Memberikan label
yang bertuliskan kode
klasifikasi arsip ke
k
RS Ghe Lampiran 6
Finalisasi Melakukan 1. Foto kegiatan
6 Keagiatan pengecekan ulang i
g agar penataan yang §2N0ktobgr . I;:la:elspada e
sudah dilakukan tidak SR P
ada yang salah 2019
Sosialisasi Hasil
Aktualisasi

Adapun setiap tahapan kegiatan akan Penulis paparkan dalam

penjelasan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan 1: Perencanaan Kegiatan

a. Tahapan 1: Memberikan gagasan untuk isu yang akan

diangkat yaitu Penataan Arsip Aktif

Aktualisasi off-campus Penulis diawali dengan meminta

persetujuan dari Ibu Yeti Ifana S.E. selaku mentor dan Kasubbag

Tata Usaha Pusat Penelitian pada Senin, 23 Juli 2019, Penulis

akan melakukan inovasi pada unit kerja terkait sebagai bentuk

penerapan nilai dasar Komitmen Mutu dengan opsi pemecahan

masalah/isu terpilih yakni Penataan Arsip Aktif pada Subbagian

Tata Usaha Pusat Penelitian. Kegiatan ini merupakan cerminan

22



dari penerapan Whole of Government, dimana komunikasi,
konsultasi, dan kerjasama merupakan hal-hal yang penting untuk
dilakukan dalam kegiatan ini.

Di samping itu, dalam meminta persetujuan dengan
mentor/atasan, Penulis memperhatikan prinsip keterbukaan
dengan menjelaskan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan
dilakukan dan apa yang dibutuhkan saat melakukan gagasan
tersebut. Hal ini dapat mencermikan nilai dasar ASN yaitu Anti
Korupsi. Melalui proses konsultasi ini, Penulis juga meminta
kesediaan Kasubbag TU selaku atasan langsung untuk
memberikan persetujuan terhadap pelaksanaan aktualisasi
melalui penandatanganan form persetujuan pada tahap laporan
aktualisasi oleh mentor, ini merupakan wujud dari

pengimplementasian nilai dasar ASN Akuntabilitas.

Gambar 2 Konsultasi Awal Dengan Mentor
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Eormulir 9

PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA DALAM MEMBUAT
RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN IV

Nama Pesena - Blsma Akbar Rivaldi, A.Md.M.1.D.
Jabatan : Pengelola Data
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahfian DPR RI

Tempat Aktualisasi : Pusat Penalitian
Saye menifai pesarta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut
Sangat Mampu/ Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu

Membuat rancangan aktuafisasi subtansi mata Pefatihan Dasar Calon PNS datam
manyelesaikan isu yang tefah dietapkan, dengan penjelasan sebagai berikut

i;-‘l:‘,‘ Wigum§ Vaduwylpa\Lein i‘ wlargia Ao o, W
dongin L dan Rpbssarzia S dsegecn lobu
& Gisn L Keor - cli 12 mple "
Oy jonn,, , P g VAEPaL Sy IS )
= 2 . 3 L Yosak Pewrdiba
T R e Ve = igees,

Bogor, 27 Seplember 2013
Mentor
A |
2\~
o e

A2S
/‘""—___
Yelitfana, SE
NIP. 15750308 19068032001

Gambar 3 Form Persetujuan Mentor Pada Tahap
Laporan

b. Tahapan 2: Berkonsultasi dengan mentor mengenai

rancangan aktualisasi lebih lanjut

Selanjutnya penulis melanjutkan dengan berkonsultasi
bersama Ibu Yeti Ifana S.E. selaku mentor dan Kasubbag Tata
Usaha pada Senin, 23 Juli 2019, untuk mendiskusikan rancangan
aktualisasi Penulis untuk melakukan inovasi pada unit kerja
terkait sebagai bentuk penerapan nilai dasar Komitmen Mutu
dengan opsi pemecahan masalah/isu terpilih yakni Penataan
Arsip Aktif pada Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian.
Kegiatan konsultasi ini merupakan cerminan dari salah satu nilai
dasar ASN yaitu Etika Publik, dimana komunikasi, konsultasi,

dan kerjasama merupakan hal-hal yang penting untuk dihargai.
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Gambar 4 Berkonsultasi dengan mentor lebih lanjut

Di  samping itu, dalam berkomunikasi dengan
mentor/atasan, Penulis memperhatikan etika dan
mengedepankan sopan santun agar proses sharing knowledge
antara mentor dengan Penulis dapat terjalin dengan baik. Melalui
proses konsultasi ini, penulis berdiskusi dengan mentor tentang
apa saja yang harus penulis lakukan untuk dituangkan ke dalam
rancangan aktulisasi penulis, jelas bahwa ini mencerminkan nilai
dasar ASN vyaitu Nasionalisme dengan mengutamakan
kepentingan publik diatas kepentingan individu.

c. Tahapan 3: Pembuatan Laporan Singkat

Setelah penulis meminta persetujuan dan melakukan
konsultasi. Penulis akan membuat laporan singkat dari hasil
konsultasi tersebut. Karena laporan singkat ini adalah bukii
pertanggungjawaban dari apa yang sudah disarankan oleh
mentor/atasan yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi.
Penulisan laporan singkat ini menjungjung tinggi nilai dasar ASN
yaitu Akuntabilitas.

Dalam laporan singkat ini memuat apa saja yang telah
dibicarakan oleh mentor dan penulis. Laporan singkat ini memliki
kesimpulan bahwa mentor/atasan setuju dengan gagasan yang
saya berikan yaitu Penataan Arsip Aktif Pusat Penelitian. Mentor
menjelaskan tentang kondisi arsip yang ada di Pusat Penelitian dan
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kendalanya yaitu penataan serta penyimpanan arsip yang belum
sesuai standar yang ada. Maka dari itu mentor memberikan saran
kepada penulis untuk menata arsip tersebut dan menyimpannya
sesuai dengan pola klasifikasi yang dibuat bidang Arsip dan
Museum mengingat banyaknya arsip yang ada di Pusat Penelitian
terkhusus arsip pertanggungjawaban penelitian seperti FGD,
Penelitian kelompok, diskusi, penelitian lintas bidang, dan lain-lain.
Dengan adanya transparansi yang terdapat pada laporan singkat
maka terdapat nilai dasar ASN yaitu Anti Korupsi.

Gambar 4 Pembuatan Laporan Singkat

2. Kegiatan 2: Melakukan koordinasi dengan bidang Arsip dan
Museum terkait Penataan Arsip Aktif Pusat Penelitian
a. Tahapan 1: Membuat surat undangan dan daftar hadir
Sebagai tindak lanjut dari konsultasi dengan mentor, Penulis
kemudian langsung mengkomunikasikan hasil pertemuan dengan
Arsiparis di Armus untuk membicarakan Penataan Arsip Aktif Pusat
Penelitian. Sebelum melakukan konsultasi, penulis disarankan oleh
mentor untuk membuat undangan dan daftar hadir yang ditujukan ke
Bidang Armus sebagai bukti yang resmi dan pada saat itu juga penulis
menanyakan ketersediaan Arsiparis yang ada di Bidang Armus
dengan Penulis apakah beliau bersedia atau tidak. Dalam tahapan ini
diperlukan komunikasi yang baik dan mengedepankan nilai Etika
Publik.
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 6715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE; wat ool o

Sifat T Penting

Derajat : Segera
Lampiran @ -

Perihal . Rapal Konsulasi
Yth.

Arsiparis Bidang Armus

Setjen dan Badan Keahlian DPR R
Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami beritahukan bahwa salah satu CPNS angkatan IV
sedang melakukan kegiatan aktualisasi "Penataan Arsip Ati” dan bermaksud mengadakan
rapat kansultasifkoordinasi dengan Bidang Amus:

HarlTanggal . Senin, 30 September 2019

Waklu : Pukul 10,00 WIB s/d Selesal

Tempat : Ruang Rapat Bidang Arsip dan Museum
Gedung Nusantara 1 Lantai 2 DPR RI
JI. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10210

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan kehadian Saudara untuk
memberikan bimbingan kepada CPNS fersebul.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kash.

Gambar 4 Undangan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423/ 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR

% SEKRETARIAT JENDERAL DAN EADAN KEAHLIAN

HariTanggal :  Selasa, 1 Oklober 2019
Waktu : Pukul 10.00—11.00 WiR
Tempat T :mmm?:ng Arsip dan Museum. Gedung Nusantara | DPR R,

5 Gatol Subroto, Jakarta Pusal.
Acara i Konsultasi dalam Rangka Penataan Arsip AkSf Pusal Peneiilian

Gambar 5 Daftar Hadir
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b. Tahapan 2: Menemui pihak Armus untuk berkonsultasi soal rencana

penataan arsip aktif.

Aktualisasi kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kedua,
dimana Penulis melakukan konsultasi dengan Ibu Yumi selaku
pihak dari Bidang Arsip dan Museum (Armus) sehubungan
dengan rencana Penulis untuk melakukan Penataan Arsp Aktif.

Nala, bu Yumi ada? 511 om 2

Beliau baru ikut sosialisasi di koperasi,
habis istirahat hehe 10:12 am

Ohhh yaudaah abis istirahat aja yaah, jam
2 andeb 10:13 am &

Nc&laﬁ, bu yumi udh bisaa? Wkwk .4z .,

Eh bis si bu yumi ada rapat nih .59 o
Katanya besok aja .50 om
Habis makan siang %

1:50 pm

Walaaahh yaudaah deh gapapa wkwkwk
ga buru2 kooo . 1S3pm ¥

Bsok yaah abis makan siang |55 50

Makasih Nalaaa 1:53 n. &

.
b

oke bis 1:55 pm

@ Tobe %eo

Gambar 6 Screenshot chat dengan Ibu Nala sebelum bertemu lbu

Yumi

Dalam konsultasi dengan armus, Penulis
mengkomunikasikan  proyek aktualisasi penulis. Pada
kesempatan tersebut, Penulis menyampaikan secara singkat
program aktualisasi yang dilakukan dan keinginan untuk
melakukan penataan arsip aktif di Pusat Penelitian.

Dari konsultasi tersebut, diperoleh informasi bahwa
Bidang Arsip dan Museum sudah membuat pola klasifikasi untuk
penataan dan penyimpanan arsip di lingkup DPR RI dan
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menjelaskan secara detail tentang Pola Klasifikasi Oleh Ibu Yumi
selaku perwakilan dari Bidang Armus. Penulis juga
diinstruksikan untuk menyimpan arsip tersebut sesuai dengan
pola klasifikasi yang ada agar saat temu kembali arsipnya
mudah. Dalam konsultasi ini terdapat nilai dasar ASN yaitu
Nasionalisme dan Etika Publik karena dalam berkonsultasi

penulis harus menerapkan nilai sopan santun.

Gambar 7 Berkonsultasi dengan lbu Yumi

c. Tahapan 3: Pembuatan Laporan Singkat

Setelah penulis melakukan konsultasi dengan Armus.
Penulis akan membuat laporan singkat dari hasil konsultasi
tersebut. Karena laporan singkat ini adalah  bukti
pertanggungjawaban dari apa yang sudah disarankan oleh
Arsiparis yaitu Ibu Yumi di Armus yang nantinya dapat dijadikan
sebagai referensi. Penulisan laporan singkat ini menjungjung tinggi
nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas.

Dalam laporan singkat ini memuat apa saja yang telah
dibicarakan oleh Ibu Yumi dan penulis. Laporan singkat ini memliki
kesimpulan bahwa Ibu Yumi akan mendukung dan membantu
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terhadap gagasan yang saya berikan yaitu Penataan Arsip Aktif
Pusat Penelitian. Ibu Yumi menjelaskan tentang cara bagaimana
penataan arsip yang benar dan sesuai standar serta
penyimpanannya. lbu Yumi juga memberikan penulis pola
klasifikasi sebagai panduan untuk melakukan Penataan Arsip Aktif
dan selanjutnya Ibu Yumi menjelaskan secara detail apa yang ada
di Pola Klasifikasi tersebut. Maka dari itu beliau memberikan saran
kepada penulis untuk menata arsip tersebut dan menyimpannya
sesuai dengan pola klasifikasi yang sudah dijelaskan dan ala tapa
saja yang dibutuhkan dalam kegiatan ini agar nantinya arsip-arsip
yang ada di Pusat Penelitian mudah ditemukan saat penemuan
kembalinya. Dengan adanya transparansi yang terdapat pada
laporan singkat maka terdapat nilai dasar ASN yaitu Anti Korupsi.

Laporan Singkat
nis kegiatan : Rapat konsultasi mengenai Penataan Arsip Aktif
wggal . 1 Oktober 2019
‘aktu .....: 10.00 - 11.00 WIB
wmpat......; Ruang Bidang Arsip dan Museurn
sseda _____: 3orang
Pembabasan:

1. Bapat diadakan pada tanggal 1 Okiober 2019 unfuk berkonsultasi terkait

Wum Esnaﬁnmdandlhaadmz“ngm
2. Pada rapat kensullasi ini. membabas tentang. rancangan aktualisasi penulis

yailu "Penalaan Arsip Aklif Pusat Penelitian”
3. lbu Yumi menielaskan secara detail tentang Penalaan arsip aktif yang baik dan

4. lbu Yumi memberkan panduan yaitu "Pola Klasifikasi Arsip DPR RI” untuk
mempermudah penataan arsio aktif

5. &mmmmmmmm&mpolamsmmmomm

penataan arsip aklif, karena semua kode dari seliap permasalahan arsio yang
ada di DPR terfulis didalam panduan tersebut.
6. Mentor sangat mendukung aktualisasi penulis ini karena untuk menciptakan

sadar arsip di lingkungan DPR RI

7. lbu Yumi juga akan terus memberkan bantuan penulis membutubkan
banluan dalam penataan arsie aklif Pusat Penelitian.

Gambar 8 Laporan Singkat dengan Armus

3. Kegiatan  3: Pengumpulan arsip aktif Pusat Penelitian yang
siap diklasifikasikan
a. Tahapan 1: Mengumpulkan arsip aktif yang ada di Pusat
Penelitian



Mengawali kegiatan ketiga, hal pertama yang Penulis
lakukan adalah mengumpulkan arsip berkas/dokumen mana
yang akan diklasifikasikan sesuai dengan pola klasifikasi yang
ada di Lingkup DPR RI. Berdasarkan rencana awal hasil diskusi
dengan mentor dan Ibu Yumi, Penulis mengambil 7 (tujuh) arsip
yang ada di Pusat Penelitian berdasarkan jenis masalahnya yang
kegiatan penyusunannya masih aktif berjalan hingga tahun 2019,
serta arsip surat masuk/keluar pada Subbagian Tata Usaha
Pusat Penelitian. Di sini, nilai dasar Akuntabilitas dicerminkan
melalui tanggungjawab dalam memastikan agar seluruh arsip

yang akan diklasifikasikan sudah lengkap.

Gambar 9 Kondisi Arsip sebelum dilakukan penataan
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Gambar 10 Proses Pengumpulan Arsip

b. Tahapan 2: Berkonsultasi dengan Kasubbag TU Pusat

Penelitian dalam Pengumpulan Arsip

Untuk memudahkan dalam mengumpulkan arsip-arsip yang
ada di Pusat Penelitian, penulis juga harus berkonsultasi dengan
mentor/Kasubbag Tata Usaha Pusat Penelitian untuk mengetahui
lokasi penyimpanan arsip-arsipnya dan arsip apa saja yang ada di
Pusat Penelitian.

Agar dapat mengefisiensi waktu, pada pelaksanaan kegiatan
ini Penulis langsung mencatat arsip apa saja yang ada di Pusat
Penelitian untuk segera di susun secara sementara sebelum
dilakukan penataan sesuai dengan pola klasifikasi yang sudah
ada. Dalam hal ini, nilai dasar ASN Etika Publik dan Komitmen
Mutu berupa kesantunan dalam berkonsultasi dan efisiensi yang
tercapai karena adanya jalinan kerjasama antar individu sebagai
kolega kerja telah Penulis jalankan.
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Gambar 11 Berkonsultasi kembali dengan mentor

c. Tahapan 3: Menyusun arsip sementara agar tetap teratur

Kumpulan arsip yang telah disusun pada tahapan kegiatan 1
selanjutnya akan dilakukan penataan sementara oleh Penulis.
Untuk memudahkan pembuatan checklist berisi daftar isian
berkas yang tersusun runut, terlebih dahulu Penulis menata
kembali  urutan/susunan  berkas/dokumen setiap  boks
berdasarkan tanggal, sebab saat itu penataannya belum rapi.

Kegiatan ini dilakukan agar dapat mengefektivitaskan seluruh
kegiatan penataan sebelum dilakukan penataan dengan pola
klasifikasi yang ada, pada pelaksanaan kegiatan ini Penulis
meminta bantuan dari rekan sesama CPNS di Subbagian Tata
Usaha Pusat PUU untuk mengurutkan kembali susunan
berkas/dokumen dalam tiap boks arsip, dalam hal ini, nilai dasar
ASN Nasionalisme dan Komitmen Mutu berupa efektivitas yang
tercapai karena adanya jalinan kerjasama antar individu sebagai
kolega kerja telah Penulis jalankan.
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Gambar 12 Arsip yang telah disusun sementara

Gambar di atas merupakan beberapa arsip yang sudah
disusun berdasarkan kegiatannya yang ada di Pusat Penelitian.

4. Kegiatan 4: Pengumpulan seluruh bahan referensi yang
digunakan untuk penataan arsip
a. Tahapan 1: Mengumpulkan peraturan yang ada di DPR yang
berisi pengkodean klasifikasi arsip
Setelah arsip-arsip tersebut sudah dilakukan penataan
sementara, penulis melanjutkan dengan mencari referensi yang
ada di DPR tentang Klasifikasi Arsip. Penulis mendapatkan
referensi yang sudah diberikan oleh Ibu Yumi pada saat saya

sedang konsultasi dengan beliau. Referensi itu berupa panduan
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yang berjudul “Kode Klasifikasi Arsip DPR RI” yang sudah
disusun oleh Bidang Arsip dan Museum. Dari panduan ini,
terdapat semua kode Kklasifikasi arsip yang sesuai dengan
seluruh permasalahan arsip di lingkup DPR RI. Kegiatan ini
dilakukan selama minggu ketiga pelaksanaan aktualisasi off-
campus.

Referensi yang didapatkan akan menjadi dasar dalam
penataan arsip aktif Pusat Penelitian yang nantinya akan
menentukan kualitas dari kinerja di Tata Usaha Pusat Penelitian
agar bisa dipertanggungjawabkan. Sesuai penjelasan diatas
tahapan ini terdapat nilai dasar ASN yaitu Komitmen Mutu dan
Akuntabilitas.

M

)

é'

o e

i

KODE KLASIFIKASI ARSIP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gambar 13 Panduan Kode Klasifikasi Arsip DPR RI

b. Tahapan 2: Mencari bahan referensi selain dari Keputusan

Sekretaris Jenderal

Dalam mendukung kegiatan penataan arsip aktif di Pusat
Penelitian, penulis juga membutuhkan referensi selain dari
peraturan yang berlaku di DPR RI. Penulis mendapatkan
Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman
Pemeliharaan Arsip Dinamis. Dipilih dari Peraturan Kepala ANRI
karena ANRI merupakan lembaga induk yang berkenaan tentang
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Arsip.

Referensi yang didapatkan akan menjadi referensi tambahan
dalam penataan arsip aktif Pusat Penelitian yang nantinya akan
menentukan kualitas dari kinerja di Tata Usaha Pusat Penelitian
agar bisa dipertanggungjawabkan. Sesuai penjelasan diatas
tahapan ini terdapat nilai dasar ASN yaitu Komitmen Mutu dan
Akuntabilitas.

b 4

R

FPERATURAN APSI® NASIONAL REFUBLIK INDONESIA
NOMOR © TANUN 2013
TENTANG
FEDOMAN FEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ZS3

KEPALA APSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Iantmbeng: balvea untuk melalmenal Pasal 48
Pemarictah Nomor 28 Telun 2013 tentang Felaksanasn
= Undeng-Undang Nomor 43 Tabun I000 tentsng Kedirspsn
dam umtuk arsk dan hulas
pelslcansen Alik Media Arsip, perlu menstupikan Peraturan
Arsip Nasionsl FRepublfe [hdonesis tentang Padoman
Femeltharass Arsip Dinesis.

Mengpineat: 1. Undamg-Usdsng Nomeer 43 Tahum 2009 tentang Kedrsipan
T Negars n Talum 2008 Nomor
152, Twmb L Negara >
Nomar 3074

2 Pemurs: Femerintak Nomor 28 Tahun 2012 tectang
Pelaicsenaan Undang-Undsng Nomor 43 Tahun 2008
bantang Kedrmpen 1 Nagara Pap Ind
Tenm 2012 Nomor 53, Tambshan Lsmbersn Negara
Rapubiic Indowess Nomer 5286,

Gambar 14 Peraturan Kepala ANRI No. 9 tahun 2018

5. Kegiatan 5: Penataan Arsip Aktif Pusat Penelitian

a. Tahapan 1: Memulai dengan mengklasifikasi arsip aktif

Pusat Penelitian

Langkah awal dalam kegiatan penataan arsip aktif di Pusat
Penelitian yaitu dengan mengklasifikasikan arsip tersebut sesuai
dengan Kode Klasifikasi Arsip DPR RI. Arsip diklasifikasikan
berdasarkan masalah-masalahnya. Arsip yang ada di Pusat
Penelitian seperti arsip hasil penelitian yang di bedakan lagi
berdasarkan bidang-bidang yang ada di Pusat Penelitian, lalu

ada arsip cuti pegawai, arsip keuangan, arsip perjalanan dinas,



laporan berkala, dan lain-lain.

Arsip yang sudah diklasifikasikan siap untuk disimpan.
Karena arsip-arsip tersebut masih sering digunakan. Arsip aktif
Pusat Penelitian dilakukan penataan agar mudah dalam
penemuan kembalinya sehingga dapat dipertanggungjawabkan
dengan baik. Kegiatan ini memenuhi nilai dasar ASN yaitu
Akuntabilitas. kejelasan dari Akuntabilitas dapat terpenunhi.

Gambar 15 Proses Pengklasifikasian Arsip

. Tahapan 2: Berkoordinasi secara berkelanjutan dengan
mentor dan Bidang Arsip dan Museum

Dalam kegiatan ke-4 ini, penulis masih harus berkoordinasi
dengan mentor dan ke Ibu Yumi selaku arsiparis karena saat
melakukan penataan arsip aktif, ada hal yang masih penulis
tanyakan guna meminimalisir kesalahan dan miskomunikasi
dalam penataan arsip aktif di Pusat Penelitian.

Dengan penulis melakukan koordinasi lanjutan dengan
mentor dan Ibu Yumi, penulis lebih mudah melakukan penataan
karena pertanyaan yang dilontarkan penulis sudah terjawab
dengan jelas oleh mentor dan lbu Yumi. Dalam menjaga sikap
dalam berkoordinasi, diperlukan kesopanan dan kesantunan jika
hendak berbicara dan saat mendengarkan sehingga dapat
menimbulkan nila Etika Publik.
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Gambar 16 Berkonsultasi Kembali dengan lbu Yumi

c. Tahapan Kegiatan 3: Menyimpan kembali arsip-arsip

yang telah diklasifikasi

Arsip yang telah selesai di klasifikasikan sesuai dengan Pola
Klasifikasi Arsip DPR RI, Arsip kemudian disimpan sesuai
dengan arahan mentor dan Ibu Yumi. Arsip tersebut pertama
disimpan didalam map yang sudah disesuiakan dengan sub
permasalahan arsipnya lalu map-map tersebut disimpan didalam
boks merk Gungyu yang dibedakan berdasarkan permasalahan
pada arsip tersebut. Sehingga arsip yang telah diklasifikasi
tersebut sudah disimpan dengan lebih teratur. Selanjutnya boks
tersebut disimpan di lemari penyimpanan sementara dikarenakan
ruang yang kurang untuk penyimpanan arsip tersebut.

Penyimpanan arsip ini dapat membuat temu kembali arsip
menjadi lebih efektif dan efesien sehingga termasuk ke dalam nila
Komitmen Mutu dan ada nilai Anti Korupsi dikarenakan
kegiatan penyimpanan dokumen secara teratur dapat mencegah
terjadinya korupsi.
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Gambar 17 Map yang digunakan untuk menyimpan arsip

6. Kegiatan 6: Finalisasi Kegiatan

a. Tahapan 1: Memberikan label yang bertuliskan kode klasifikasi arsip ke
map dan boks

Setelah arsip itu disimpan dengan teratur dan sesuai
standar, arsip tersebut diberikan label di mapnya yang sesuai
dengan kode sub permasalahan arsip dan boksnya diberikan label
yang sesuai dengan kode permasalahan arsip. Label tersebut
ditempel dibagian depan dari map dan boksnya agar lebih jelas
terlihat. Dalam pemberian label juga harus disesuaikan dengan
Pola Klasifikasi Arsip DPR RI agar sesuai dengan arsip-arsipnya.
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Gambar 18 Proses Pembuatan Label pada Boks

Kegiatan ini bertujuan untuk lebih memudahkan saat
pencarian jika arsip tersebut ingin digunakan kembali karena arsip
digunakan untuk kepentingan Bersama sehingga mencerminkan
nilai Nasionalisme dan bukti pertanggungjawaban kita terhdap
arsip tersebut sebagai bentuk dari Akuntabilitas..

P s T 8N

v e
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Gambar 19 Label Pada Boks dan Map

b. Tahapan 2: Melakukan pengecekan ulang agar penataan yang sudah
dilakukan tidak ada yang salah

Selanjutnya, setelah seluruh arsip telah disimpan dan diberi,
kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan ulang dari kegiatan yang
penulis lakukan yaitu penataan arsip aktif pusat penelitian

Pengecekan ulang dilakukan agar dapat meminimalisir
kesalahan dalam melakukan penataan sehingga proses penemuan
kembali arsip berjalan dengan yang diharapkan agar tetap
mengutamakan prinsip efisien dan efektif yang tertuang dalam nilai
Komitmen Mutu.
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Gambar 20 Proses Pengecekan Ulang

Gambar 21 Arsip yang sudah selesai lakukan penataan

c. Tahapan 3: Sosialisasi dengan mentor/kasubbag serta rekan
kerja terkait hasil pelaksanaan aktualisasi
Tahapan selanjutnya dari kegiatan terakhir aktualisasi adalah
penyelenggaraan sosialisasi guna memberikan informasi hasil

pelaksanaan aktualisasi yaitu penataan arsip aktif Pusat Penelitian.
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Sosialisasi dilakukan melalui rapat internal yang terbatas hanya
untuk kepala dan staf Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian.
Adapun rapat internal sosialisasi diselenggarakan pada 26 Agustus
2019. Pada kesempatan tersebut, Penulis juga menyampaikan
manfaat dari penataan arsip aktif, contohnya seperti kemudahan

dalam melakukan pencarian kembali arsip yang sedang dibutuhkan

Adanya rapat sosialisasi merupakan bentuk penerapan nilai
dasar Akuntabilitas, terutama terkait keterbukaan informasi, sebab
jika tidak dilakukan sosialisasi, maka kepala dan staf internal yang
notabene termasuk pihak yang terlibat dalam pengelolaan arsip
digital tidak akan mengetahui letak arsip itu disimpan dan
dikhawatirkan kedepannya akan mempengaruhi koordinasi dalam
rangka penemuan kembali arsip milik Tata Usaha Pusat Penelitian
Ketika menyampaikan substansi sosialisasi, Penulis menerapkan
nilai dasar Etika Publik, yaitu memperhatikan etika, sopan santun,
dan sikap dalam berkomunikasi. Melalui rapat internal tersebut,
Penulis juga memohon saran/masukan guna melakukan evaluasi

pada pelaksaan kegiatannya.

B. Stakeholder
Stakeholder dalam isu yang diangkat pada rancangan aktualisasi
ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pusat Penelitian, sebagai pejabat yang memantau
pengawasan dan memberikan arahan di lingkungan Pusat
Penelitian.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian, sebagai
pejabat yang memantau kinerja dalam ke tata usahaan Pusat
Penelitian

3. lbu Yumi, sebagai arsiparis yang bertugas dalam membantu
pelaksaan laporan aktualisasi penulis.

4. Pegawai pada unit kerja Tata Usaha Pusat Penelitan, yang
berperan untuk memberikan bantuan pengumpulan dan arahan
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dalam penataan arsip aktif.

C. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala

Kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan rancangan
aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Kendala dan Strategi Mengatasi Kendala




D.

Rencana Jadwal Kegiatan

Tabel 5. Matrik Jadwal Kegiatan Rencana Aktualisasi

No

Kegiatan/Tahapan Kegiatan

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

week

week

week

Perencanaan Kegiatan

a. Menyerahkan dan memberikan gagasan isu yang akan diangkat

b. Konsultasi mengenai rancangan aktualisasi

¢. Pembuatan laporan singkat

Rapat Koordinasi / Konsultasi dengan Bidang Arsip dan Museum

v

v

Check
List

a. Membuat undangan rapat dan daftar hadir

b. Konsultasi mengenai penataan arsip aktif

c. Pembuatan laporan singkat

Pengumpulan arsip aktif Pusat Penelitian yang siap untuk diklasifikasikan

a. Mengumpulkan arsip aktif yang ada di Pusat Penelitian.

b. Berkonsultasi dengan Kasubbag TU Pusat Penelitian dalam
pengumpulan arsip

c. Menyusun arsip sementara tersebut agar tetap teratur

Pengumpulan seluruh bahan referensi yang digunakan untuk
pengklasifikasian arsip

a. Mengumpulkan PerSekjen DPR yang berisi pengkodean klasifikasi arsip
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SEPTEMBER | OKTOBER NOVEMBER
No Kegiatan/Tahapan Kegiatan week week week CEes (t:k
Vv Lpnjpm | wv i

b. Mencari bahan referensi lain selain dari PerSekjen

5 | Penataan arsip aktif
a. Memulai untuk mengklasifikasi arsip-arsip aktif Pusat Penelitian
b. Berkoordinasi dengan mentor serta Bidang Arsip dan Museum secara
berkelanjutan
c. Menyimpan kembali arsip-arsip yang telah diklasifikasi
6 |Finalisasi Kegiatan

a. Memberikan label kode klasifikasi ke map dan boks penyimpanan

b. Melakukan pengecekan ulang agar penataan yang dilakukan tidak salah

c. Sosialisasi hasil aktualisasi
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BABV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan aktualisasi merupakan tindak lanjut dari
rencana yang telah disusun dalam rancangan aktualisasi.
Pelaksanaan aktualisasi meliputi beberapa kegiatan dan setiap
kegiatan terdiri atas beberapa tahapan kegiatan. Adapun kegiatan
aktualisasi Penulis dibagi atas 6 (enam) utama, mulai dari
perencanaan kegiatan sampai sosialisasi, memantau pelaksanaan,
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dalam periode aktualisasi off-
campus, Penulis tidak mengalami kendala tertentu yang menghambat
berjalannya kegiatan. Output akhir yang dihasilkan dari
penyelenggaraan kegiatan aktualisasi adalah Penataan arsip aktif
yang lebih baik dan pemberian label kode klasifikasi pada arsip
tersebut. Kepala dan staf Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian
selaku pihak internal mengapresiasi adanya penataan arsip aktif dan
mendukung dilanjutkannya penataan arsip tersebut untuk kelancaran
adminstrasi dan kemudahan dalam temu kembali arsip di Pusat
Penelitian.

B. SARAN

Melalui pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil kegiatan
aktualisasi ini, Penulis bermaksud memberikan saran kepada
instansi/unit kerja peserta terkait tata kelola arsip, yaitu kedepannya
perlu ditingkatkan koordinasi antar staf internal dalam penataan arsip
aktifnya, sehingga seluruh berkas/dokumen yang bersifat penting
segera ditindaklanjuti untuk kemudian dilakukan penataan dengan
baik dan benar yang sesuai dengan standar agar saat penemuan
kembali arsip nya menjadi lebih efektif dan efisien.
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LAMPIRAN



LAMPIRAN 1
Konsultasi awal dengan mentor serta meminta persetujuan
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LAMPIRAN 2
Form Persetujuan Mentor

51



Eormulir §

PENJELASAN KEMAMPUAN PESERTA DALAM MEMBUAT
RANCANGAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN IV

Nama Peserta : Bisma Akbar Rivaldi, A.Md.M.L.D.
Jabatan : Pengelola Data
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Tempat Aktualisasi : Pusat Penelitian
Saya menilai peserta Pelatihan Dasar Calon PNS tersebut:
Sangat Mampu/ Mampu / Kurang Mampu / Tidak Mampu

Membuat rancangan aktualisasi subtansi mata Pelatihan Dasar Calon PNS dalam
menyelesaikan isu yang telah ditetapkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pwh" Wevmpa  indugdoicens p‘“b“‘-“ﬁ“‘n MLM%*. Y,
M"‘":j!,v. ﬁr!-(""\ dan H‘tt“'"‘:"—(ﬂ'zm S Suan OEr T, {Q&MM‘\
Omnicns, , don 93 narmplinn dojpak bers i Rl
(fhrmagn ‘?;“M“?““) uaas ooy Tusat pewads Ra .

Bogor, 27 September 2019

Mentor
U~

Yeti tfana, SE
NIP.197803081596032001

Lampiran 3
Laporan Singkat rapat konsultasi dengan mentor
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Laporan Singkat
Jenis kegiatan ; Rapat konsultasi dengan mentor terkait rancangan aklualisasi
Tanggal ... 30 September 2019
Waktu ... 10.00-11.00 WIB

Peserta. . 6 Orang

Pembahasan;

1. Rapat diadakan pada tanggal 30 September 2019 untuk berkonsultasi terkat
rancangan akiualisasi CPNS Angkatan IV di Lingkungan Tata Usaha Pusat
Penelitian dan dihadiri oleh 1 orang mentor/kasubbag TU dan 5 orang staff.

2. Pada rapat kensultasi ini, membahas tentana gagasan rancangan aklualisasi

3. Didapatkan 3 isu yang dimana 1 merupakan isu yang akan dibahas
4. |su yang akan dibahas yakni isu “Penataan Arsip Aktif Pusat Penelitian”

5. Mentor menjelaskan kondisi arsip terkini dan memberkan solusi dalam

penataan arsip kedepannya agar bisa diiadikan akluafisasi penulis

6. Mentor menyetuiui semua gagasan yang dipaparkan oleh CPNS Angkatan IV

dilingkungan TU Pusat Penelitian

7. Mentorfkasubbag TU dan para rekan kerja juga akan memberikan bantuan jika

~ terdapat kesulitan dalam menjalankan aktualisasi i/

Lampiran 4
Undangan + daftar hadir Konsultasi dengan Armus



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITRj WW@

Sifat . Penling

Derajat  :  Segera

Lampiran : -

Perhal  :  Rapat Konsullasi
Yth,

Arsiparis Bidang Armus

Setien dan Badan Keahlian DPR Rl
Jakarta

Dengan homal, bersama ini kami bertahukan bahwa salah satu CPNS angkatan IV
sedang melakukan kegiatan aktuallsasi *Penataan Arsip AKEiF* dan bemaksud mengadakan

rapat konsultasifkoordinasi dengan Bidang Amus:
HarifTanggal ~ : Senin, 30 September 2019
Walklu  Pukul 10.00 WIB s/d Selesai
Tempal  Ruang Rapat Bidang Arsip dan Museum
Gedung Nusantara 1 Lantal 2 DPRRI

JI. Jend. Galot Subroto, Jakarta 10210

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk
memberikan bimbingan kepada CPNS fersebut

Atas perhaian dan bantuan Seudara, kami ucapkan terima kasih.
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR
HariTanggal  :  Selasa, 1 Oktober 2018
Wakiu : Pukul10.00 - 11.00 WiB
Tempat * Ruang Bidang Arsip dan Museum, Gedung Nusantara | DPRRI,
JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusal.

Acara : Konsultas! dalam Rangka Penataan Arsip Aktif Pusat Penelitian

| Mo hoperni Bid. Asip g Mamuin P e
% /M/a oC{awm' Bl 4ﬁtf oleiry Mnte oy % o
3 buoma A € Prras  forehhas @
4.
5.
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Lampiran 5
Laporan singkat hasil konsultasi dengan Armus

Laporan Singkat
Jenis keglatan.; Rapat konsultasi mengenai Penataan Arsip Aktif
Tanggal ... 1 Qktober 2019
Waktu _____: 10.00 - 11.00 WIB
Tempal.......... Ruang Bidang Arsip dan Museum
Pesera ... 3orang

Pembahasan:

1. Rapat diadakan pada tanggal 1 Qklober 2019 untuk berkonsulfasi terkait
rancangan aklualisasi penulis Penelitian dan dihadiri oleh 2 orang arsiparis
yaitu Ibu Yumi dan Nala.

2. Pada rapat konsultasi ini, membahas tentang rancangan aklualisasi penulis
yaitu "Penataan Arsip Aktif Pusat Penelitian”

3. &;:ﬂﬂ menjelaskan secara detail tentang Penataan arsip akfif yang baik dan

4. |bu Yumi memberikan panduan yaitu “Pola Klasifikasi Arsip DPR RI® untuk
mempermudah penataan arsip aktif

5. Penulis diberikan saran unfuk selalu melihat Pola Klasifikasi Arsip DPR dalam
penataan arsip aktif, karena semua kode dari seliap permasalahan arsip yang
ada di DPR tertulis didalam panduan tersebut.

6. Mentor sangat mendukung aktualisasi penulis ini karena untuk menciptakan
sadar arsip di lingkungan DPR RI

7. lbu Yumi juga akan terus memberikan bantuan jika penulis membutuhkan
bantuan dalam penataan arsip aklif Pusat Penelitian.
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Lampiran 6

Kondisi saat arsip belum dilakukan penataan
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Lampiran 7
Bahan referensi untuk penataan arsip aktif

KODE KLASIFIKASI ARSIP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

N e

PERATURAN ARSIF NASIONAL REFUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
FEDOLIAN FEMELTHARAAN ARSIF DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUELIK DNDONESIA,

Manimbanz:  bahws untuk melakssnslsn ketantusn Pssal 48 Peraturan
FPemerintah Nomor 28 Tehun 2012 tentsmz Pelslsanasn
Undsng-Undsngz Nomor 43 Tehun 2000 tentsnz Kelrsipan
dan untuls memberikan srsh, lend dan epestisn hulke
palakisnssn Alik Medis Arsip, perlu menstephen Peratursn
Arsip Nasions! Republic Indomss: g

Mengingst: 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tsntang Kedrsipen
{Lembaren Negsrs Republik Indenesis Tshun 2009 Nomor
152, Tembehen Lembersn Negsra Republik Indonesia
Nomor S071);
2. Peraturan Pemerintsh Nomor 28 Tehun 2012 tentang
Pelalsergan Undeng-Undsng Nomeor 43 Tshun 2000
tentang Keirzipan Lembaren Negars Fapublik Indenesis
Tahun 20:2 Nemor B3, Tambsher Lembersn Negars
Republik Indonesia Nomor 5285);
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Lampiran 8
Arsip yang sudah dilakukan penataan dan diberikan label

59



Lampiran 9
Salah satu contoh arsip

60



61



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian MENTOR
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN IV

TAHUN 2019
Nama : Bisma Akbar Rivaldi Nama Mentor : Yeti Ifana, S.E.
Instansi  : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

NIP. - 199705292019031001

[ Pembaham 1y |

2 [atfyy W9 | Ponrohasen Qomoaripar | WA L@wg—*
314 v mg | (omboharn Mepalin| Tt wutc,
418 Mo WG | lomapon ] [Py py
5
6
i

Lt

10

11

12

13

14

(*) Pembimbingan yang sah
adalah pembimbingan yang
ditandatangani oleh Mentor



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia COACH

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN IV

TAHUN 2019
Nama : Bisma Akbar Rivaldi Nama Coach : Ir. Ambar Rahayu, MNS
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rl

NIP. : 199705292019031001
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(*) Pembimbingan yang sah Kepala Bidang Pelaksanaan

adalah pembimbingan yang Pusdiklat Setjen dan BK DPR Rl

ditandatangani oleh Coach

Rusmanto, SH., MH



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia PESERTA

KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN IV

TAHUN 2019
Nama Bisma Akbar Rivaldi Nama Coach : Ir. Ambar Rahayu, MNS
Instansi  : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R

NIP. - 199705292019031001
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(*) Pembimbingan yang sah Kepala Bidang Pelaksanaan

adalah pembimbingan yang Pusdiklat Setjen dan BK DPR Rl

ditandatangani oleh Coach

Rusmanto, SH., MH



